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ABSTRAK

Tindak Pidanz pesgamiavaan memspakan  spatu  tindak  pidan:  yang
mentmbuikan rasa sakit atau perasaan tidak enak dan balkan jupa menimbulkan
luka, ini di ambil pengertian dan yurisprudens karena dalam Kitab Undang- undang
Hukum Pidana tidak dijelaskan secara mendalam. Dalam sistim pemidanaan techadap
Tindak Pidana Penganayazn Biasa ini diatue dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-
wndang Hukum Pidana yamg discam dengan padana penjarz: paling lama 2 tahun 8
bulan. Penelitian mi dilakukan pada Pengadilan Megeri Eele Bam Kabupaten Solok
berujuan  wniuk - {a) mengetahur  bagaimana  pertimbangan Hakom o dalam
menjaivhkan putusan pidasa techadap Tindak Pidana Pengantayaan Biasa, (b)
nengetabul  pertimbangan Hakien teshadap hal- bal vang memberatkan  dan
merngankan  dalam  menjatubkan pulusan pidana lerhadap Tindak  Pidana
Pegpaniavaan Bizsa, {c) Mengmalisa kasus yeng ditemui | Dalam metode i
digunakan metade yundis sosiologis {empins) dengan spesifikast pembahasannya
vaity desknpils dan tekimk pengumpolan datanya studi dokumen dan penelitian
lapangan melalni wawancara, kemudian g analisa secara kualitattf. Dan hasil
penclitian penulis, dalam menjatuhkan polusen pidana lerhadap Tmdak Pidana
Penganiayvaan  Biasa im1 Hakim  bebas  mempertimbangkan  dan menenhikan
penilmannya terhadap apa- apa vang disampatkan kepadanya, baik oleh Penuntul
Umum  maepun oleh teedakowa atan Penasebat Hukuwmnya dan Hakon tidak boleh
mendapatkan tckanan dar sispapun dan dalam bentuk apapun sskabipen dan
penguasa. Hakim mempunyat kebebasan dan keyzkinzn sendin dalam membenkian
penilaian lerhadap kasus yang dipenksa, dan juga hares memperbatikan persoalan
vang nyata terhadap syaral- syarat yang ditetapkan oleh Undang- undang dan yang
terpenting menemukan fakta- fakta yuridis releven karena sangal erat hubungannya
dengan pengetzhuan hukum vang sangatlah mutlak dipunakan untuk memberikan
potusan, Dalam meigatuhkan putesan Hakim juga memiliki kebebasan  dalam
menetapkan berat ningannya pidana vang akan dijalehkan kepada terdakwa yang
sgimbang denpan kesalahannyn |, motivasi sgiamh dan situas kondis personal
sipelaky, hakim juea hams mempermmbangkan dampak pidana terscbut dimasa
depan, maka dan itu dalam  menjatuhkan  putusannya  hakim haros
mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan yang memngankan terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan Biasa ini



BABI

PENDAHULUAN

X fatar Belakang

foepibatan meripakan suaiu masalah manesia dalam hebidupan sehari-har
yang mana tidak dapat dilepaskan dan perkembangan negara kearah vang lebih
moderen. Dalam perkembangan im tap individu  secara perorangan Taupn
beskelompok hases turat berkembang sesusi denaan tingkat perkembangan vang ada,
akan tetapi fidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan  perkembangan yang
baru lersebut schingga dikatakan bahwa ada omang yvang sagal dalam peniuangan
hidupaya. Dengan demikian akan tedadi ketidak scimbansan antara tingkah lakn
orang terschut dengan tinpgkah masvarakar sekitamya

Kegagalan tingkah faku ini menvebabkan seseorang itu berlaky nastf dalam
arli menyerah  dengan keadaan dan dapat jugs berlaku akif dalam ani membuat
keseimbangan atau sesuai dengan keadaan atau sebaliknva.aktit yvang mengarah pada
tindak pidana dan berbuat sesuatu vang dapat merugikan masyarakal maupun dirinva
sendint. Hal imi dapat dipabami dan difihal didatam kehidupan masyarakat vaitu
dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan yang sampal pada Pengadilan Negeri antara
lain: Kasus pembunuhan, pencurian perampakan, penganiayaan dan schagainya

Apabila melihat hukum pidana, menunjukan adanya suatu perbedaan hukum
dari hukom Jainnva,vaity bahwa hukum pidana orang sengaja untuk memberikan
suatu akibat hukum berupa pendenitaan yang bersifat khusus vaim dalasn bentuk

hukuman pada pelaku vang telah melanggar ketentuan atau lamngan vang telah



b

detemtuban Kiteb Undang-undang Hubum Pidapn {RUHP). Bentuk-bentuk perbuatan
pidana fu sendin terdin davi bermacam-macam puleantara e dapat bempa
peskasaan, pembunuhan, pencurian, perampokan dan penganiayasn, namun dalam ha!
il penalis febih memfckusken peds tndsk pidana penganiavann szja, khusisma
tindak pidacs penganiayaan binss Seperli kasus pengsnizvain vang dilakukan aleh
terdakwa Mefrizal Pgl Chen terhadep korben Hamrizal Pel. Sal Terdakwa dijatehe
pidana oleh Hekim sclama 4 (empaty bulan pidana penjara, Peaganiavasn ini tegadi
karena emosi, si korbar tidek memberikan tas pakaian milik terdithwa, karena i
terdakwa mengumbil paksa tas miliknya, of korban tidak memberikan tas tersehut
karena terdahwa belom melunasi hutanenya Rp. 50 l!J‘:I_-ﬂ,— kepada si karban, Karena
dari ita si terdabowa dan korban terlibat parkelshian vang merapskan perbizatan vang
merugikan dinnya dan erang lain

Peraturan perundang-undsngan vang mengatur carg memprosas Gndak pidana
perganiayass vaitu Undang-undang Republik ndonesia Mo, 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang- undang  Hukum Acara Pidana (lazimeya disingkat KITHAP) Hukam
Acars Pidane berlujuan mencari kebenaran mated! alan vang mendekati kebenaran
materil. Dalam persidangan pengadilan ditentukan seoreng tordakwe bersalah atan
tdak bersalah, maka seorang terdakwa tindak penganiayaan terbokti  bersalah
melakuban tindak pidans penganiavaan dijatehkan mdana  schagimans  yang
dicantumikan terhadep  tindzk pidana pensaniavasn dalam KUNP. Bila terdykug
tandak prdana penganiayaan tidak techuki bersadah hakim depat menjaruhkan putusan
behas.
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BABIY
PENUTUP

Kesimpulan

Darr uratan dalam Bab 11 diatas dan sejalan dengan masalah, maka
dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikul -
I, Pertimbangan Hakim dalam menjatshkas gutusan pidana  terhadap

Tivdak Penganiavann Biasa adalah ;

faktor psikelogis / latar belakang terdakwa melakukan undak pidana;

- dengan cars apa ledakwa melakokan pensaniavaan;

- alasan melakukan penpaniavaan;

- sejauh mana akibat yasg timbul pada din korban;

- hal-hal yang terungkap sclama persidangan, baik ity hal-hal veng

memberatkan dan hal-hal vang menngankan

| R

Pertimbangan hakim terhadap hal-hal vang memberatkan dan yang

meringankan dalam menjatubkan putusan pidana terhadap tndak pidana

penganiayvaan brasa.

Hal yang memberatkan:

- perbuatan  terdakwa  merupakan  main hakim  sendir, dan
merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang lain:

- perbuatan terdakwa vang dilakukan melanggar aorma-norma yang

berlaku baik darni segi formil maspun hukum materi]
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